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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.02/2015 telah diatur 

ketentuan mengenai tata cara penggunaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), dan dalam rangka 
menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penggunaan anggaran 
Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya 
(BA 999.08) dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengajuan 
usul penggunaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk 
Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), perlu mengubah ketentuan mengenai 
tata cara penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian 
Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), yang sebelumnya diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.02/2015. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Permenkeu RI No. 

87/PMK.02/2015. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08), diubah 
sebagai berikut: 
Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, yaitu tentang Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah 
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran 
BUN. 
Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, yaitu tentang Tata cara reviu oleh APIP K/L 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan 
penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan 
daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum Negara. 
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, yaitu tentang usulan 
penggunaan anggaran dan data pendukung harus ditandatangani oleh pejabat 
setingkat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diusulkan. 
Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, yaitu 
tentang Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas substansi usulan 
kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang digunakan dalam usulan 
penggunaan anggaran, dan bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen 
yang disampaikan dalam penggunaan anggaran. 
Ketentuan Pasal 13 diubah, yaitu tentang Menteri/pimpinan lembaga 
bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang 



dananya bersumber dari BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran dari BA 
999.08 ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga terkait, melalui 
penerbitan SP-SABA 999.08, dan Kuasa pengguna anggaran BUN bertanggung 
jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya 
bersumber dari BA 999.08 yang anggarannya dialokasikan melalui penerbitan 
DIPA BUN. 
Menghapus Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 
tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum 
Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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